BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sehubungan dengan perbandingan tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten
Belu sebelum pemekaran yang mencakup tahun 2011-2013 dan sesudah
pemekaran  yaitu pada tahun 2014-2016 dalam bab sebelumnya, maka

kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan Daerah
Rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan
Transfer Kabupaten Belu pada masa sebelum pemekaran yang mencakup
tahun 2011-2013, lebih kecil dibandingkan dengan pada masa sesudah
pemekaran daerah yang mencakup tahun 2014-2016, yaitu hanya sebesar
6,84% sedangkan rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah yang
diperoleh setelah pemekaran sebesar 11,67%.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal
Rata-rata persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total
Pendapatan daerah Kabupaten Belu pada masa sebelum pemekaran daerah
yang mencakup tahun 2011-2013, lebih kecil dibandingkan dengan pada

masa sesudah pemekaran daerah yang mencakup tahun 2014-2016, yaitu
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hanya sebesar 6.,38% sedangkan rata-rata persentase derajat desentralisasi
fiskal yang diperoleh setelah pemekaran sebesar 10,31%.

3. Ketergantungan Keuangan Daerah
Rata-rata persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Belu pada masa sebelum pemekaran yang mencakup tahun 2011-
2013, lebih buruk dibandingkan dengan pada masa sesudah pemekaran
daerah yang mencakup tahun 2014-2016, yaitu hanya sebesar 93,43%
sedangkan rata-rata persentase ketergantungan keuangan daerah yang
diperoleh setelah pemekaran yaitu sebesar 88,39%.

4. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Rata-rata persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu
pada masa sebelum pemekaran yang mencakup tahun 2011-2013 lebih kecil
dibandingkan dengan pada masa sesudah pemekaran daerah yang mencakup
tahun 2014-2016 yaitu sebesar 84,03% sedangkan rata-rata persentase
efektivitas penerimaan PAD yang diperoleh pada masa sesudah pemekaran

daerah yaitu sebesar 112,46%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut:
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1. Pemerintah daerah Kabupaten Belu diharapkan dapat mengoptimalkan
peneriman daerah dari potensi yang telah ada. Peningkatan PAD dapat
dilakukan dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan
menggali potensi-potensi baru yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD
daerahnya.

2. Pemerintah Kabupaten Belu perlu mengurangi ketergantungan kepada
pemerintah pusat dengan cara mengoptimalkan potensi sumber pendapatan
yang ada dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola
sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk
menigkatkan PAD.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Belu diharapkan agar mengevaluasi kembali
potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber PAD sebelum

menetapkan dalam anggaran tahun berjalan.
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